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ABSTRAK 

 Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, 

memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Disparitas Pidana adalah 

pemberian sanksi pidana yang tidak sama terhadap jenis pidana yang sama atau dalam perkara 

yang sama, maka dari itu hakim dalam menjatuhkan sanksi mengikuti prinsip keadilan, 

Disparitas pidana juga dapat menciptakan kegaduhan karena dinilai kontroversi dari hasil 

putusan pemidanaan antara terpidana satu dan yang lainnya. Penulis dalam penelitian 

menggunakan 2 (dua) putusan perkara pidana khusus tentang tindak pidana korupsi. Adapun 

rumusan masalah yang akan dibahas yaitu (1) Faktor terjadinya disparitas pidana pada putusan 

hakim menjatuhkan putusan dalam suatu perkara Tindak Pidana Korupsi. (2) Bagaimana 

Disparitas Pidana terjadi dalam menjatuhkan Putusan Perkara Nomor: 37/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Jkt.Pst dan Putusan Perkara Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. (3) 

Bagaimana Pandangan Islam terhadap Disparitas Pidana pada Penerapan Putusan Hakim dalam 

Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Kelas IA Khusus (Studi Putusan Perkara 

Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst dan Putusan Perkara Nomor: 8/Pid.Sus-

TPK/2021/PN.Jkt.Pst.). Penulis dalam penelitian menggunakan metode penelitian normatif. 

Adapun hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini adalah faktor penyebab 

terjadinya disparitas pidana dalam tindak pidana korupsi yaitu faktor hukum, faktor hakim, 

faktor terdakwa, dan dapat dilihat dari faktor segi teoritis yuridis. Dalam pandangan Islam 

disparitas pidana tindak pidana korupsi yang paling mendekati ialah Al-Ghulul dan Al-Risywah 

bahwa tindak pidana korupsi termasuk hukuman takzir, disparitas pidana dapat terjadi dengan 

catatan termasuk kasus jarimah takzir. 
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